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Label pangan memiliki peranan yang penting dalam memengaruhi keputusan konsumen untuk membeli
produk pangan. Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan sebagai upaya menjamin keamanan
pangan melalui pencantuman informasi yang benar dan jelas pada label pangan antaralain Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan
Iklan Pangan, dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang
Pendaftaran Pangan Olahan. Namun, implementasi kebijakan tersebut belum berjalan optimal dan masih
banyak ditemukan pelanggaran label khususnya produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM) pangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi
implementasi kebijakan label pangan pada UMKM pangan di Jakarta dan Semarang. Penelitan ini dilakukan
dengan pendekatan kualitatif untuk menggali pandangan stakeholder melalui wawancara mendalam serta
fokus grup diskusi (FGD). Dilakukan content analysis untuk menyimpulkan fenomena tematik yang
dilengkapi dengan observasi terhadap 12 produk UMKM di Jakarta dan 7 produk UMKM di Semarang
sebagal bentuk triangulasi untuk menjaga validitas data. Analisis diperdalam dengan framework
implementasi kebijakan Edward 111 meliputi empat variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan
yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil observasi terhadap label UMKM
pangan mendapatkan produk yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) di Jakarta (91,6%) dan Semarang
(85,7%) dengan pelanggaran tertinggi adalah tidak tercantumnya keterangan kode produksi. Rendahnya
penerapan kebijakan label pangan antaralain disebabkan kurangnya dukungan pemerintah sehingga
membatas frekuensi sosialisasi, alokasi sumber daya, monitoring dan evaluasi juga memengaruhi
koordinasi lintas sektor yang menyebabkan rendahnya keberhasilan program pengawasan dan pembinaan
UMKM pangan. Penerapan kebijakan label pangan pada UMKM pangan di Jakarta dan Semarang belum
berjalan optimal yang dibuktikan dengan masih tingginya pelanggaran terhadap pencantuman keterangan
padalabel. Untuk itu, pemerintah diharapkan dapat memperkuat frekuensi komunikasi, alokasi sumber daya,
monitoring dan evaluasi serta koordinasi lintas sektor agar proses implementasi kebijakan oleh UMKM
pangan baik di Jakarta maupun Semarang dapat berjalan optimal
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